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ABSTRAKSI 
 
Nama  : Irfan Fikri Kurniawan 
NIM  : 201310110311077 
Judul : Penegakan Hukum Atas Penerapan Pasal 307 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Studi di Polres Kediri) 
 
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum 
    2. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., P.hD. 
 
Pengiriman barang dengan menggunakan jasa ekspedisi pos merupakan sebuah 
hal yang konvensional pada era modern saat ini. Pengiriman jarak pendek saat ini lebih 
banyak digantikan oleh jasa pengiriman barang secara online, misalnya Gojek. Gojek 
Indonesia menawarkan item Go-send bagi masyarakat yang hendak melakukan 
pengiriman. Namun sejalan dengan itu, lemahnya hukum dan materi dalam pengaturan 
kebijakan Gojek mengakibatkan tidak terimplementasinya kepastian hukum. Tulisan 
ini disusun untuk dapat menjawab bagaimanakah efektivitas penerapan ketentuan 
pidana oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Kediri terhadap pelanggaran 
oleh pengemudi layanan jasa angkutan umum berbasis aplikasi, Go-jek sebagai 
penyelenggara angkutan barang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 
hukum bersifat yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara responden. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum yang dilakukan 
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Kediri terhadap pelanggaran oleh 
pengemudi layanan jasa angkutan umum berbasis aplikasi, Go-jek sebagai 
penyelenggara angkutan barang tidak ada. Beberapa faktor yang menjadi kendala 
antara lain kualitas penegak hukum dan faktor masyarakatnya. Seharusnya penegak 
hukum tidak pandang bulu dalam menerapkan sanksi dan masyarakat serta pengemudi 
angkutan barang lebih sadar hukum terkait aturan dalam lalu lintas. 
Kata kunci: Penegakan Hukum, Go-jek, Pengangkutan Barang. 
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ABSTRACT 
 
Name  : Irfan Fikri Kurniawan 
NIM  : 201310110311077 
Title : Law Enforcement on the Violation of the Application of Article 
307 of Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and 
Transportation (Studi at Kediri Police) 
 
Advisor : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum 
    2. Mokh. Najih, S.H., M.Hum., P.hD. 
 
Shipping goods using the postal expedition service is a conventional thing in the current 
modern era. Short distance shipping is now more often replaced by online goods 
shipping services, such as Gojek. Gojek Indonesia offers Go-send items for people who 
want to send. But in line with that, the weakness of law and material in Gojek's policy 
settings has resulted in not implementing legal certainty. This paper is structured to be 
able to answer how the effectiveness of the application of criminal provisions by the 
Kediri City Police Traffic Unit against violations by drivers of application-based public 
transportation services, Go-jek as the organizer of freight transportation. The method 
used is a legal research method that is sociological juridical. The data used are primary 
and secondary data, data collection techniques used are interview respondents. From 
the results of the study, it was concluded that law enforcement by the Kediri City Police 
Traffic Unit on violations by the driver of application-based public transportation 
services, Go-jek as the organizer of freight transportation was absent. Some factors that 
become obstacles include the quality of law enforcement and community factors. Law 
enforcement should be indiscriminate in applying sanctions and the public and drivers 
of goods transportation are more aware of the law related to rules in traffic. 
 
Keyword: Law Enforcement, Go-jek, Shipping Goods. 
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